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Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang salah satunya mengatur tentang
efisiensi keuangan negara. Selain itu penelitian ini akan mengkaji
tentang kedudukan instruksi presiden dalam sistem hukum yang ada
di indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana
Pembentukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Efisiensi Anggaran Negara, 2) Bagaimana kedudukan dan kekuatan
hukum Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi
Anggaran Negara dalam sistem Peraturan Perundang-Undangan di
Indonesia. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:
1) Untuk menganalisa dan mendeskripsikan Pembentukan Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Negara, 2)
Untuk menganalisa dan mendeskripsikan kedudukan dan kekuatan
hukum Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dalam sistem
Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan
memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber
data. Analisis data dilakukan melalui kajian mendalam terhadap bahan
hukum primer dan sekunder dengan pendekatan berbasis peraturan
perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach,).
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 2025 tidak hanya bersifat responsif terhadap
tantangan global tetapi juga menjadi proaktif dalam memastikan
stabilitas makro-ekonomi dan keberlanjutan pembangunan, dengan
dasar hukum yang kuat dan mekanisme yang terstruktur kebijakan ini
diharapkan dapat mendorong efisiensi anggaran secara sistematis dan
transparan. 2) Instruksi Presiden dalam satu sisi diposisikan sebagai
alat kebijakan yang bersifat responsif dan fleksibel. Namun disisi lain,
ketiadaan dasar hierarkis yang jelas membuat keberlakuan dan
pelaksanaannya rentan terhadap inkonsistensi hukum.
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This research is motivated by the existence of Presidential
Instruction Number 1 of 2025, one of which regulates the efficiency
of state finances. In addition, this research will examine the position
of presidential instructions in the legal system in Indonesia.

The formulation of the problem in this study is: 1) How is the
Formation of Presidential Instruction Number 1 of 2025 concerning
State Budget Efficiency, 2) What is the position and legal force of
Presidential Instruction Number 1 of 2025 concerning State Budget
Efficiency in the Legislation system in Indonesia. The objectives of
this study are: 1) To analyze and describe the Formation of
Presidential Instruction Number 1 of 2025 concerning State Budget
Efficiency, 2) To analyze and describe the position and legal force of
Presidential Instruction Number 1 of 2025 in the Legislation system
in Indonesia.

The results of this study indicate that: 1) Presidential
Instruction Number 1 of 2025 is not only responsive to global
challenges but also proactive in ensuring macro-economic stability
and sustainable development, with a strong legal basis and structured
mechanisms, this policy is expected to encourage budget efficiency
systematically and transparently. 2) On the one hand, the Presidential
Instruction is positioned as a responsive and flexible policy tool.
However, on the other hand, the absence of a clear hierarchical basis
makes its wvalidity and implementation vulnerable to legal
inconsistencies.
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